
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah
(Lembaran Nagara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
NegaraNomor4437);

6, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53.
Tambahan LembaranNegara4389);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran NegaraRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Nomor4286);

3. Undang-UndangNomor5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999
Nomor33, Tambahan LembaranNegara Nomor 3817);

Mengingat . 1. Undang - Undang Nomer 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah
Tingkat II dan Kotaprajadi SumateraSelatan (Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomor73. TambahanLembaranNegaraNomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 3587);

Menlmbang : a, bahwa dalam rangka pcnycrtaan modal d<'lOrAIlkopada Pihak Keliga di
bidang pembangunan, perdagangan dan lasa, pcrtambangan dan energi,
perindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan. transportasi,
kesehatan serta usaha-usaha lainn',,! sebagai upaya ekstensifikasi
pendapatan daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentangPerseroanTerbatas dan PeraturanDaerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Palembang Nomer 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan

... Modal Daerah KotamadyaDaerahTingkat II Palembangpada Pihak Ketiga.
perlu membentukBadan UsahaMilik Daerahdengan mendirikanPerseroan
Terbatas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu
menetapkan Peraturan Oaerah Kota Patembang lentang Pendirian
PerseroanTerbatas (PT) SaranaPembangunanPalembangJaya.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

WALIK01A PAllMOANG,

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIANPERSEROANTERBATAS(PT) SARANA
PEMBANGUNANPALEMBANGJAYA



Dalam Peraturan Daerah mi, yang dlOlaksud dengan

1. Daerah adalah Kola Palembang.
2. Pemerinlah Kota adalah Pemenntah Kola PAlemhang.
3 Walikata adalah Walikola Palembang
4 Wakil Walikota adalah Wakll Wahkota Palembang.
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Palembang
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakuan Rakyat Daerah Kota Palembang.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

PERATURAN DACRAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA PEMBANGUNAN
PALEMBANG JAYA.

M EMUTUSKAN :

WALIKOTA PALEMBANG

DCWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAI I KOTA PALEMBANG
dall

Dengan Perselujuan Bersama

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nagara RI Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

10. Peraturan Pemennlah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Peleburan,
Penogabungan dan Pengambllallhsn Persp.roan Terbatas (Lambaran
Negsrs RI Tahun 1909 Nomor 40. Tarnnahan I embaran Negara Nomor
3741 l.

11 Pomturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1996 tentang Pemakailln Nama
Perseroan Terbatas (Lemharan Nagara HI Tahun 1998 Nomor
39. Tnmbahan Lembaran Negarn Nomor ;,l740 ):

12 Peraluran Pernermtah Namar 25 T nun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kcwcnangan Propmsi Sebagai Oaerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negor;) Nomor 3952 ).

13. Peraturan Oaerah Kotamadya Oaerah Tlngkat II Palembang Nomor 4
Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Katamadya Daerah
Tingkat II Palembang pada Plhak Keliga (Lembaran Daerah Kola
Tahun 1992 Nomor 6 Seri 0 Nomar 4).

14. Peraturan Daerah Kola Pslcmbang Nomar 22 Tahun 2000 lentang
Kewonangan Pemenntah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola
PAlombong Tahun 2000 Nomor 24)
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Menetapkan



(3) Pelaksanaan pembenlukan dan pendirian Perseroan sebaqaanana
dimaksud pada ayat (1), dllakllkan oteh Walikota sesuai dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tenlang Perseroan Terbatas

(1) Dengan Peraluran Daerah 101,dlbentuk dan didirikan Badan Usaha Milik
Daerah yang berbadan hukum Perseroan.

(2) Perseroan sebagalmana dimaksud pada ayat (I), dengan nama
Perseroan Terbalas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

Pasal4

Pasal3

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
meningkalkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahleraan masyarakat Daerah.

Pendlrian Perseroan dlmaksudkan untuk mcmbcnluk Badan Usaha Mlhk
Daerah yang bergerak dl berbagal bldang usaha scsuai dcngan kewenangan
Daerah yang mampu mcmbenkan pelayanan sebaik-baiknva kepada
masyarakal, mendukung pengembangan wilayah, menlOgkalkan
perekonomian Dacrah dan memberikan kontribusi lerhadap pendapatan
Daerah.

7. Perseroan Terbatas yang selanjulnya disebut Perseroan adalah Badan
Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan keglalan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 Icnlang Perseroan Terbatas serta Peraluran
Pelaksanaannya.

6. Organ Perseroan adalah Rapal Umum Pemegang Saham, Direksi dan
Komisaris.

o. Koperasi Pegawal Neger! (KPN) Menara adalah Koperasi yang
beranggotakan regawal Negen Sipil Pemerinlah Kola Palembang

10 Pendiri adalah Pemennlah KolA Paternbanq dan Koperasi Pegawal Negeri
(KPN) Menarl'!

11 Pemegang Saham adalah Pernennlah Kola Palembang, Koperasi
Pegllwai Nagen (KPN) Menara dan Plhak Keliga

12 Rapal Umum Pemegang Saham yang setamutnva dlslngkal RUPS adalah
organ perseroan yang mcmegang kekuasaan lertlO9g1 dalam Perseroan
dan memegang semua wewenang ya' J hdak diserahkan kepada Dlreks!
atau Komisaris.

13.Direksi adalah Direksr pacla Perseroan Terbatas (pn Sarana
Pembangunan Palemhang Jaya

14. Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat
kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.

15.Penyerlaan Modal Daerah adalah seliap penyertaan modal daerah pada
suatu usaha bersama dengan pthak keliga dan atau pemanfaatan modal
daerah oleh pihak kellga dengan suatu imbalan lertenlu

DAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2
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BAB VI
MODAL
Pasal9

(1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 100.OOO.000.000,-{ seratus milyar
rupiah) yang terdiri dari saham-saham baik berupa dana segar maupun
asset-asset yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta
Pendlnan Perseroan

(2) Modal Dasar sebagaimana dmaksud pada ayat (1) lelah dnempatkan
oleh para pendiri sebesar Rp.25.000.000.0000,-(dua puluh lima milyar
rupiah) yang akan disetor sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar
sepuluh juta rupiah) pada saat pendirian persoroan dan sisanya akan
disetor selama 10 (sepuluh) Tahun

BABV
KEGIATAN PERSEROAN

Pasal8

(1) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4. mempunyai kegialan:
a. Pembangunan
b Perdagangan dan Jasa,
c. Pertambangan dan Energi
d. Pcrindustrian.
e. Pariwisata.
r. Pertanian & Pcrkebunan
g. Transportasi.
h Kesehatan dan

Usaha-usaha lainnya.

(2) Untuk menunjang kegialan Perseroan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). dapal dilakukan keqasarna dengan Pihak Keltga yang
menguntungkan Daerah dengan rnendmkan perseroan.

(3) Keglalan Perseroan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dllakukan
secara profesional, mandiri dan kemitraan.

Perseroan sebaqannana dlmaksud dalam Pasal ". herkedudukan dan
herkantor pusat dl I'l'tlembang dengan j(.,ntor-kanlor cabang dan unit-unit
usaha yang dilelapkan oteh Direksi

BAO IV
T[MPAT DAN KEOUOUKAN

Pasal7

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4.dilaksanakan dengan Akta Nolans dengan berpcdoman pada Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 1995Ieniang Perseroan Terbalas.

PasalS

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didirikan secara bersama­
sama antara Pemerinlah Oaerah dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara.

PasalS



(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan

(2) RUPS terdiri dari alas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya

(3) RUPS diadakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun.

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah
tahun buku.

(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(6) RUPS dipimpin oleh Komlsaris Utama.

(7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan
memperhafikan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku.

(8) Tala tertib penyelenggaraan RUPS dltetapken oleh RUPS dengan
berpedoman pada Angoaran Dasar dan Angg9ran Rumah Tangga
Perseroan

BAS VIII
RUPS
Pasal12

(4) Nilai nominal saham dnetapkan oleh RUPS.

(5) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada semua
keputusan RUPS.

(6) Perseroan wajlb mengadakan dan menyimpan Dartar Pemegang Saham

(3) Saham biasa dapat diterbrtkan apabita pihak lain menyertakan modalnya
dalam Perseroan.

SAB VII
SJ\HAM - ~HAM

Pasai 11

(1) Saham Perseroan terdiri dan saham prioritas dan saham biasa

(2) Saham prloritas seoaqairnana dimaksud pada ayat (1), dimiliKi oleh pendiri
Perseroan.

Modal Dasar sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9, merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan

Pasal 10

(3) Modal Dasar yang diternpatkan dan disetor pada saat Pendirian
Perseroan dengan Akta Notans, ditetapkan sebagai berikut :
a. Pemerintah Kota sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
b. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Menara sebesar Rp.10.000.000,­

(sepuluh juts rupiah).

(4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku se1etah mendapat
persetcjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

s



(1) Pembubaran dan hkuidas: Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, diletapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Tatacara pembubaran dan likuidasl Perseroan sebagaimana dirnaksud
pada ayal (1), berpertoman pada peraturan perundang-undanqan yang
berlaku,

BAB XII
PEMBUBARAN DAN UKUIDASI

Pasal16

BABXI
PENGGADUNGAN P[L[BURAN DAN PENGAMBILI\LlHAN

Pasal15

(1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan dilelapkan oleh
RUPS selelah mendapat persetoluan dari DPRD.

(2) Tatacara penggabungan. peleburan dan pengambilalihan Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian
sesuai dengan Undang·Undang Nomor 1 Tahun 1995 lentang Perseroan
Terbatas.

(1) Dewan Komisaris lerdin dari perwakilan para pendiri perseroan terdiri dari
seorang Komisaris Utama dan anggola Komisaris paling banyak 4 (empat)
orang.

(2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisans ditunjuk oteh para
pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan

(3) Unluk jahatan komisans setaruutnva dl3ngkal oleh RUPS unluk langka
waklu 4 (empal) tahun clan dapat cllangkat kembah.

(4) Prosedur, persyaratan, pengangkalan, masa jabatan, lugas dan wewenang
serta pemberhenhan Dewan Komrsans diatur dalam Akla Pendman

BABX
DEWAN KOMISARIS

Pasal t-t

(1) Perseroan dipimpin oIeh Direksi.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Direktur
Utama dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.

(3) Untuk pengangkatan pertama kali para direksi ditunjuk oleh para pendiri
setelah mendapai pertimbangan dari DPRD dan akan dnetapkan datarn
Akla Pendirian PerserOlln,

(4) Unluk jabatan D,reks' selcll1ll1tnya dranqkat oleh RUPS unluk lanoka
waktu 4 (empat) lahull dan cI"PilI dlangkal kernbali

(5) Prosedur, porsvarnran. pengangkalan, masa [ahatan IU9as dan
wewenang serta pembetbenuan D,rcks, dlahlr dalam Akla Pnncllnan

BABIX
DIREKSI
Pasal13
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2006

• I 'II
.• .~IJ....

Peraluran Daerah ini mulai berlakupada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini denganpenempatannyadalam LembaranDaerahKola Palembang.

Pasat 19
•

Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, diatur lebih lanjul dalam Anggaran Rumah Tangga
Perseroan.

BABXIV
KETENTUI\N PENUTUP

Pasal18

Dengan didirikannya Perseroan ini menugaskan kepada Walikota dan DPRD
untuk mengambil langkah-Iangkah slrategis penataan Badan Usaha Milik
Daerah di lingkungan Kola Palembang selambat-Iambatnya dalam waktu
3 (Iiga) tahun sejak dilelapkannya PeraluranDaerah ini.

BABXIII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 17
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